PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA ”
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN 1LMU PoLITIK ("«
UNIVERSITAS MULAWARMAN =
DAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 32 TAHUN 2025
Nomor : 1213/UN40.A2/HK.07/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 26 bulan Februari tahun 2025 (21-02-2025)
kami yang bertandatangan di bawah ini :

1.Dr. Finnah Fourqoniah, : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
S.Sos., M.Si Politik Universitas Mulawarman yang
diangkat  berdasarkan  Keputusan
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi RI Nomor
2043/UN17/KP.12.05/2023 tanggal 28
Juli 2023 tahun 2023 Tentang
Pemberhentian dan  Pengangkatan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Mulawarman, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
yang berkedudukan di kampus
Universitas Mulawarman, Jalan Tanah
Grogot, Kampus Gunung Kelua,
Samarindag selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

2. Prof. Dr. Cecep Darmawan, : Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu
S.Pd., S.IP., S.A.P.,, SH., Pengetahuan Sosial Universitas
M.Si., MH., CPM. Pendidikan Indonesia, dalam hal ini

: bertindak dalam jabatannya tersebut
berdasarkan Keputusan Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia,
Nomor: 3/UN40/KP.09.04 /2025
tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Dekan dan Direktur
Kampus UPI Sumedang di Lingkungan
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Universitas  Pendidikan  Indonesia,
dengan demikian berwenang bertindak
untuk dan atas nama Fakultas
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di Jalan
Dr. Setiabudhi No. 229 Kota Bandung,
untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA

PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah adanya Nota Kesepahaman antara Universitas Mulawarman
dengan Universitas Pendidikan Indonesia, Nomor: 80 TAHUN 2023 dan
Nomor: 430/UN40/HK.07.00/2023 Tanggal 25 September 2023 tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat.

2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman. '

3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

(1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

(2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentenag Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

(4) Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian
Universitas Mulawarman;

(5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014
Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

(6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020
tentang Akreditasi Program Studi dan Peguruan Tinggi;

(7) Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,

(8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

(9) Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Kerja sama Universitas Mulawarman;

(10)Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian,
Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Merdeka Belajar Kampus
Merdeka;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat

untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan
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Tinggi dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai
berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi,

mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Meningkatkan diskusi akademik perguruan tinggi.

Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Ll

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdiain Kepada Masyarakat;
2. Pengembangan Kurikulum; dan
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

) Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan
oleh PARA PIHAK dengan tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan;
b. Pelaksanaan;
c. Pelaporan; dan
d. Evaluasi

2. Tahap Persiapan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan
dengan penyusunan program kerja, rencana kerja/prosedur operasional
standar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan.

3. Tahap Pelaksanaan sebagaimana dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan
dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis program kerja dan rencana
kerja/prosedur operasional standar yang telah disepakati.

4, Tahap Pelaporan sebagaimana dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan
dengan menyerahkan laporan kegiatan kepada masing-masing pihak.

5. Tahap Evaluasi sebagaimana dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan
melakukan evaluasi kegiatan kepada masing-masing pihak.

6. Pelaksanaan Perjanjian ini di PIHAK KESATU akan melibatkan program
studi-program studi dan lembaga-lembaga sebagai berikut:

(1) Program Studi S-1 Administrasi Publik
(2) Program Studi S-1 [lmu Pemerintahan
(1) Program Studi S-1 Pembangunan Sosial
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(2) Program Studi S-1 Hubungan Internasional
(3) Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi
(4) Program Studi S-1 Administrasi Bisnis
(5) Program Studi S-1 Psikologi
(6) Program Studi S-1 Pemerintahan Integratif
(7) Program Studi S-2 Administrasi Publik
(8) Program Studi S-2 Ilmu Pemerintahan
(9) Pusat Kajian Pariwisata, UMKM dan Bisnis Kreatif (P2UBK)
(10) Pusat Kajian Demokrasi dan Kepemiluan
(11) Pusat Kajian Otonomi dan Pembanguna Daerah (PKOPD)
(12) Pusat Kajian CSR dan Pembangunan Berkelanjutan
(13) Laboratorium Kebijakan Publik
(14) Laboratorium Audio Visual
(15) Laboratorium Pengembangan Sumber Daya dan Intervensi Sosial
7. Pelaksanaan Perjanjian ini di PIHAK KEDUA akan melibatkan program
studi sebagai berikut:
(1) Program Studi Pendidikan Pariwisata
8. PARA PIHAK menyediakan sumber daya dan kemampuan untuk
dimanfaatkan secara bersama-sama.

Pasal 4 -
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PARA PIHAK berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang
akademik atau non-akademik yang dilakukan.

2. PARA PIHAK berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait
dengan Kerja Sama.

3. PARA PIHAK membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan
Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam
bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja
Sama '
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Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Mulawarman
Telp/Fax :08125397349
Email : kerjasama@fisip.unmul.ac.id
Alamat : Dekanat FISIP Unmul Jl. Tanah Grogot Kampus
Gn.Kelua
PIHAK KEDUA
Nama : Prof. Dr. Mamat Ruhimat, S.Pd.,M.Pd

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI

Telp/Fax :022-2013163 / 022-2004985

Email : fpips@upi.edu

Alamat : J1. Dr. Setiabudhi 229 Bandung

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat

(1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut
berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama
ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri
sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara PARA PIHAK dalam
melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat
menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling
menghormati di antara PARA PIHAK.

2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya
apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau Kkebijakan
pemerintah atau keadaan memaksa (force majeure) yaitu keadaan akibat
bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus
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dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini
dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

2. PIHAK vyang terkena keadaan memaksa (force majeure) wajib
memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan
sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan
keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan
ditetapkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama
ini.

2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIIHAK
dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan
hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU
POLITIK PENGETAHUAN SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN
.. INDONESIA
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Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D

BIDANG
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SAKSI
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
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Prof. Dr. Mamat Ruhimat, M.Pd
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